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PERATURAN 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG 

KEHADIRAN PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menciptakan keadilan dalam pemberian 

tunjangan kinerja pada pegawai di lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menambahkan 

komponen penilaian tunjangan kinerja; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas 

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kehadiran Pegawai dan 

Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5058); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja 

di lingkungan Lembaga Pemerintah; 

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

10. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem 

Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kehadiran 

Pegawai dan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan  

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1576); 
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13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1740); 

14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1529); 

15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741); 

16. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

555); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 

tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja 
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Pegawai Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 865); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, 

DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KEHADIRAN 

PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI 

LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 11 Tahun 2013 

tentang Kehadiran Pegawai dan Pemberian Tunjangan Kinerja 

di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1576), 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 2A 

(1) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan penilaian 

komponen Tunjangan Kinerja. 

(2) Komponen penilaian Tunjangan Kinerja terdiri atas : 

a. kehadiran; 

b. produktivitas kerja; dan 

c. sasaran kerja pegawai. 

(3) Bobot komponen penilaian Tunjangan Kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 

berikut : 

a. kehadiran 40 (empat puluh) persen; 

b. produktivitas kerja 30 (tiga puluh) persen; dan 

c. sasaran kerja pegawai 30 (tiga puluh) persen. 
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(4) Waktu penilaian komponen penilaian Tunjangan 

Kinerja dilakukan sebagai berikut : 

a. kehadiran dinilai setiap hari; 

b. produktivitas kerja dinilai setiap bulan; dan 

c. sasaran kerja pegawai dinilai setiap 6 (enam) 

bulan. 

 

Pasal 2B 

Penilaian komponen kehadiran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2A ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan 

kehadiran Pegawai sesuai dengan Jam Kerja.  

 

2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 

(3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :  

 

BAB II 

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI 

 

Pasal 3 

(1)  Hari kerja di lingkungan Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika ditetapkan 5 (lima) hari 

kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari 

Jumat. 

(2)  Jumlah Jam Kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 37,5 

(tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai 

berikut : 

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 

07.30 sampai dengan pukul 16.00 waktu 

setempat; 

b. hari Jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 

16.30 waktu setempat; dan 

c. waktu istirahat, pukul 12.00 sampai dengan 

 pukul 13.00 waktu setempat, kecuali hari Jumat 

 pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu 

setempat. 


